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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 35 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan
bantuan operasional pengawasan, pengendalian,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Area
Parkir Berlangganan, Peraturan Bupati Sumedang Nomor
35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Parkir perlu
diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3410);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5468);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Peyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66
Tahun1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;

14. Keputusan ...
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Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun
1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor
di Jalan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun
2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun
2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang
Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 908);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun
2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen
dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten  Sumedang Tahun 2010 Nomor 8§)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2020 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun
2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan  Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 11);
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2021
tentang  Penyelenggaraan  Parkir (Berita  Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Parkir
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 35),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 19 diubah dan diantara ayat (4)
dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a),
sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19
(1) Untuk  menunjang  kelancaran  pelaksanaan
Pemungutan pengelolaan Retribusi Parkir

Berlangganan di Tepi Jalan Umum diberikan biaya
operasional kepada Kepolisian Resor Sumedang
sebesar 5% (lima persen).

(2) Selain kepada Kepolisian Resor Sumedang biaya
operasional dapat diberikan kepada Pusat
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Sumedang.

(3) Besaran Biaya Operasional Pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
sesuai dengan target pendapatan Retribusi Parkir
Berlangganan di Tepi Jalan Umum.

(4) Penyerapan  biaya  operasional Pemungutan
Retribusi Parkir Berlangganan sesuai dengan
besaran realisasi pendapatan Retribusi Parkir
Berlangganan di Tepi Jalan Umum yang tercantum
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tahun Berkenaan dilakukan setiap
bulan atau triwulan.

(4a) Realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) berdasarkan laporan realisasi dari Bank
BJB.

(5) Tata cara penganggaran dan penatausahaan biaya
operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) digunakan untuk pengawasan,
pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan di area Parkir Berlangganan dan sosialisasi
parkir berlangganan kepada pemilik kendaraan
bermotor yang terdaftar sebagai objek pajak
kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang.

(2) Biaya ...
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(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa:
a. honorarium;

b. belanja makan dan minum; dan/atau

c. belanja transport.

3. Ketentuan huruf g Lampiran Peraturan Bupati
Tahun 2021 tentang
diubah sehingga berbunyi
Lampiran yang

Sumedang  Nomor
Penyelenggaraan Parkir,
sebagaimana tercantum dalam
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
Peraturan Bupati ini
diundangkan.

Agar setiap orang
pengundangan

penempatannya dalam

Sumedang.

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

mengetahuinya,
Peraturan

Pasal II
mulai Dberlaku pada tanggal

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI SUMEDANG,
ttd

DONY AHMAD MUNIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

' ——

{—

e

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

memerintahkan
Bupati ini dengan
Berita Daerah Kabupaten



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMEDANG NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR

KELENGKAPAN JURU PARKIR DAN PENGAWAS JURU PARKIR

a. Topi

TAMPAK DEPAN

b. Sepatu

TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

TAMPAK BELAKANG




c. Lampu Lalu Lintas dan Peluit

d. Pakaian

Lambang Daerah
Kabupaten

Lambang Dinas Sumedang

Perhubungan
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BUPATI SUMEDANG,
ttd
DONY AHMAD MUNIR
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001




